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1. Pendahuluan

Desa memiliki potensi besar dalam aspek sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak desa masih
menghadapi tantangan dalam mengelola potensi tersebut menjadi aset yang dapat dikembangkan
untuk menjadi alternatif penghidupan bagi masyarakat desa. Tantangan tersebut baik dari segi
sumber daya manusia, kelembagaan, maupun inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal, seperti
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Abstract

The development of community-based tourism villages requires a participatory approach
that places local communities as the main actors in the development process. Facilitators
have a strategic role as companions who encourage critical awareness, community
organizing, and local capacity building through training, reflection forums, and mapping of
village potential. This article aims to examine the role of community education in building
village independence through a study of tourism village facilitation models, by highlighting
the process of empowerment, capacity building, and collaboration between stakeholders in
realizing an independent and sustainable village. This research uses a qualitative approach
with a case study type to understand in depth the phenomenon that occurs in the process
of facilitating the development of tourism villages through community education. The
concept of critical education is applied to increase the cognitive capacity and social action
of the community, by valuing local experience and knowledge as development capital.
Strengthening village institutions such as BUMDes and Pokdarwis is an important
component in creating sustainable economic and social impact. Multi-stakeholder
collaboration through a pentahelix approach between the government, facilitators,
academics, business actors, the community, and the media has also strengthened the
tourism village ecosystem. Empowering village communities through participatory
education and critical facilitation is the key to realizing inclusive, equitable, and sustainable
development. Thus, the facilitator not only assists technically, but also revives the role of the
community as a subject in the development of their village.

Abstrak

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat membutuhkan pendekatan partisipatif
yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses pembangunan.
Fasilitator memiliki peran strategis sebagai pendamping yang mendorong kesadaran kritis,
pengorganisasian komunitas, dan penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan, forum
refleksi, dan pemetaan potensi desa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan
masyarakat dalam membangun kemandirian desa melalui studi model fasilitasi desa wisata,
dengan menyoroti proses pemberdayaan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi antar
pemangku kepentingan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk
memahami secara mendalam fenomena yang terjadi pada proses fasilitasi pengembangan
desa wisata melalui pendidikan masyarakat. Konsep pendidikan kritis diterapkan untuk
meningkatkan kapasitas kognitif dan aksi sosial masyarakat, dengan menghargai
pengalaman serta pengetahuan lokal sebagai modal pembangunan. Penguatan
kelembagaan desa seperti BUMDes dan Pokdarwis menjadi komponen penting dalam
menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Kolaborasi multi pihak
melalui pendekatan pentahelix antara pemerintah, fasilitator, akademisi, pelaku usaha,
masyarakat, dan media turut memperkuat ekosistem desa wisata. Pemberdayaan
masyarakat desa melalui pendidikan partisipatif dan fasilitasi kritis menjadi kunci dalam
mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian,
fasilitator bukan hanya mendampingi secara teknis, melainkan menghidupkan kembali
peran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desanya.
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desa wisata. Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan masyarakat memegang peranan penting
dalam membangun kemandirian desa melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan(Dewi & Amallia, 2017; Suyanto
et al,, 2024; Zulkarnain et al., 2022).

Pendidikan masyarakat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan
kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
Melalui pelatihan keterampilan produktif, pendampingan, serta penguatan kelembagaan, masyarakat
desa dapat mengembangkan usaha kreatif, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan lapangan
kerja, khususnya di sektor pariwisata berbasis kearifan lokal(Abidin, 2024; Isa & Anu, 2024;
Sulaiman et al,, 2022). Selain itu, pendidikan masyarakat juga mendorong partisipasi aktif dalam
perumusan dan pelaksanaan program pembangunan desa, sehingga tercipta inovasi yang inklusif
dan berkelanjutan(Abidin, 2024; Nazeri et al., 2024; Zulkarnain et al., 2022).

Model fasilitasi desa wisata yang berbasis pendidikan masyarakat menjadi salah satu strategi
efektif untuk mewujudkan kemandirian desa. Pada pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi
objek, tetapi juga sekaligus subjek pembangunan yang mampu menjadi aktor untuk mengidentifikasi
kebutuhan, merancang, dan mengelola program secara partisipatif. Studi tentang model fasilitasi ini
penting untuk memberikan gambaran praktik baik, tantangan, serta rekomendasi kebijakan dalam
pengembangan desa wisata yang mandiri dan berdaya saing(Abidin, 2024; Sucipto & Fatihin, 2024;
Sulaiman et al., 2022; Suyanto et al., 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan masyarakat dalam membangun
kemandirian desa melalui studi model fasilitasi desa wisata, dengan menyoroti proses
pemberdayaan, penguatan kapasitas, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam
mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami
secara mendalam fenomena yang terjadi pada konteks fasilitasi pengembangan desa wisata melalui
pendidikan masyarakat(Rashid et al.,, 2019). Studi kasus dipilih karena mampu mengeksplorasi
fenomena kompleks dalam lingkungan nyata, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh
pemahaman holistik dan kontekstual terhadap kasus yang diteliti. Pemilihan kasus dilakukan secara
purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan potensi kasus dalam memberikan pemahaman
mendalam terhadap isu yang diangkat(Baxter & Jack, 2008; Miller et al., 2022). Data dikumpulkan
melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.
Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan hingga data
yang diperoleh dianggap cukup(Creswell & Creswell, 2017; Rashid et al., 2019).

Analisis data dilakukan secara tematik, dimulai dari transkripsi data, pengkodean, identifikasi
tema, hingga interpretasi makna yang terkandung dalam data. Peneliti secara aktif melakukan
refleksi dan validasi silang antar data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil
analisis(Kiger & Varpio, 2020; Lochmiller, 2021). Pemilihan lokasi dadasarkan pada kemenarikan
kasus pendampingan yang dilakukan pendamping desa dalam memfasilitasi proses pengembangan
desa wisata di salah satu desa di Kabupaten Malang, yang telah berhasil memfasilitasi pembentukan
desa wisata dan menyiapkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa seperti karang
taruna, kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok tani, serta BUMDes untuk terlibat aktif pada
proses pengelolaannya.

3. Hasil dan Diskusi
3.1. Peran Fasilitator sebagai Katalis Literasi Sosial dan Ekonomi di Desa
Wisata

Fasilitator dalam pengembangan program desa wisata tidak hanya berperan sebagai pelatih
teknis, tetapi juga sebagai pendamping proses masyarakat, terutama dalam hal belajar kolektif
masyarakat desa. Kehadiran fasilitator atau pendamping desa menjadi angin segar bagi masyarakat
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desa sebagai pendamping masyarakat dalam menemukan potensi wilayahnya. Sebagai aktor di
tingkat lokal, masyrakat perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi wilayahnya untuk
dikembangkan dan dioptimalkan pengelolaannya. Mereka memperkenalkan konsep pariwisata
berbasis masyarakat (community-based tourism) dengan memfasilitasi diskusi dan membimbing
masyarakat memahami rantai nilai ekonomi lokal. Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat
memberikan dampak signifikan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan
pariwisata seperti homestay, kuliner, dan festival. Pengembangan program berbasis masyarakat ini
terbukti dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan usaha mikro serta meningkatkan
pendapatan rumah tangga melalui BUMDes, kelompok tani dan sentra kuliner (Hariyadi et al., 2024;
Nugroho, 2022; Sucipto & Fatihin, 2024).

Salah satu lembaga desa yang dapat mengorganisasikan berbagai potensi desa adalah BUMDes,
yang berperan sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial(Raharjo et al., 2024). Proses
pengelolaan BUMDes perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan objek wisata. Partisipasi masyarakat memperkuat kepemilikan lokal
terhadap destinasi wisata dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif(Salma et al., 2022). Dari
proses pengelolaan ini terdapat pula peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor kuliner dan
ekonomi kreatif lokal (Priatmoko et al., 2021).

Kehadiran fasilitator menjadi aktor penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis dan
identitas ekonomi baru berbasis potensi desa, bukan sebagai aktor yang melakukan eksekusi
berbagai rencana pengembangan program. Fasilitator berperan penting dalam tiga tahap: edukasi
untuk menumbuhkan kesadaran kritis melalui pelatihan dan identifikasi aset desa, aksi untuk
mendorong masyarakat berpikir kritis dan merancang program berbasis potensi lokal, dan advokasi
untuk membuka akses pasar, modal, serta memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung ekonomi
desa secara berkelanjutan(Fatihin et al.,, 2021). Kehadiran pendamping desa mampu meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta mengoptimalkan
aset lokal secara emansipatif. Fasilitator membantu masyarakat unruk terlibat aktif dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan serta pemberdayaan ekonomi desa(Suharto,
2019). Kehadiran pariwisata berbasis masyarakat ini telah diterapkan dengan baik di berbagai desa
wisata, memberikan manfaat kepada penduduk lokal secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan,
dan politik(Oka et al., 2021).

3.2. Pemberdayaan Melalui Pendidikan Kritis Berbasis Potensi Lokal

Pendidikan masyarakat yang difasilitasi secara partisipatif mengajak warga mengenali,
menghargai, dan mengembangkan potensi budaya dan alam mereka sendiri sebagai aset wisata
berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan pemetaan partisipatif dan forum refleksi masyarakat desa
yang didampingi fasilitator. Peran fasilitator sebagai pendamping harus nampak untuk memberikan
kesetaraan hak bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak ada masyarakat yang tertinggal.
Melalui forum ini, penguatan kapasitas masyarakat secara bottom-up dapat sejalan dengan prinsip
Community Based Tourism(Pratiwi et al., 2023).

Pendidikan kritis bagi masyarakat desa dilakukan dengan proses dialogis dan menghargai
pengalaman(Edwards, 2023). Pendidikan kritis dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat
lokal melalui pengembangan kognitif, pemecahan masalah, dan aksi sosial, sehingga masyarakat
lebih mampu mengelola potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Pengembangan
pendidikan, termasuk literasi digital dan literasi manusia, berperan penting dalam mendukung
potensi lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi di
masa pandemi(Diduck, 1999; Sukmawati & Maryanti, 2021). Pendekatan Participatory Rural
Appraisal (PRA) dilakukan untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dengan fokus pada SDM
lokal dan kelembagaan desa untuk memperkuat keberlanjutan program(Saepudin, 2022).

Pengembangan masyarakat desa dilakukan untuk menangani isu-isu sosial, termasuk yang
berkaitan dengan ketidaksetaraan. Seringkali kelompok masyarakat marginal tidak dilibatkan dalam
proses partisipatif perencanaan maupun pelaksanaannya. Hal perlu difasilitasi melalui
pendampingan dan pendidikan kritis agar terjadi peningkatan kesadaran kritis yang terarah dan
fokus untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik(Freire, 2005; Lynch et al.,, 2020;
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Pawar, 2019). Proses pendidikan tidak hanya terbatas pada institusi formal, melainkan dapat
berlangsung di berbagai konteks masyarakat. Pendidikan nonformal berperan penting dalam
memberdayakan masyarakat dan kelompok masyarakat melalui proses pembelajaran yang
kontekstual dan partisipatif(Topatimasang et al., 2010). Pengembangan kapasitas masyarakat desa
harus berbasis pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, bukan sekadar intervensi dari luar.
Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang, perilaku, dan metode para pelaku pembangunan
agar benar-benar memberdayakan masyarakat desa sesuai realitas dan potensi lokal
mereka(Chambers, 1983, 1997)

Pada banyak kasus, terjadi banyak praktik pengembangan masyarakat yang mengabaikan
pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat, sehingga mengakibatkan kegagalan proyek atau
program. Jika tidak dievaluasi terjadi kemungkinan akan mengulangi kesalahan dan kegagalan yang
sama di program berikutnya(Lohman et al., 2023). Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
desa merupakan faktor strategis dan penting dalam menentukan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, serta
mengelola aset dan memajukan masyarakat secara berkelanjutan, terutama di tingkat desa(Luthfia,
2013; Sulaiman et al, 2016; Suswanto et al, 2019). Pada pengelolaanya diperlukan perhatian
terhadap tiga pilar pembangunan berkelanjutan: sosial, alam, dan ekonomi(Morse & McNamara,
2013). Untuk itu, proses pendidikan kritis masyarakat perlu diarahkan untuk menganalisis pilar-
pilar tersebut. Kerangka konseptual menetapkan bahwa modal manusia, fisik, dan sosial juga sangat
penting bagi masyarakat(Wondimu et al., 2022). Dengan demikian beragam potensi tersebut perlu
diidentifkasi secara holistik sebagai modal pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat mempersiapkan anggota masyarakat atau kelompok masyarakat
mengidentifikasi dan merencanakan secara partisipatif untuk mengembangkan dan memperkuat
dan memberdayakan potensi mereka(Faizal, 2015). Pada konteks ini, fasilitator memegang peran
sentral dalam proses pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam menumbuhkan kesadaran
kritis dan membangun identitas ekonomi baru yang berbasis pada potensi lokal(Orbawati et al,,
2024). Sehingga, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas
pendidikan, terutama dalam memfasilitasi pembelajaran masyarakat (Grace & Harrington, 2015;
Harris et al,, 2013; Shaked, 2016; Sucipto & Fatihin, 2024).

Proses identifikasi aset dan potensi lokal harus dilakukan secara komprehensif dan holistik,
agar berbagai sumber daya yang tersedia dapat dikelola dengan tepat(Raharjo et al, 2024).
Fasilitator berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi desa melalui pelatihan,
pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran
kritis masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan dan
inklusif(Fatihin et al., 2021; Hanifa et al., 2021; Orbawati et al., 2024).

3.3. Penguatan Kepemimpinan Lokal sebagai Pilar Kemandirian melalui

Fasilitasi Belajar Kolektif

Fasilitator memiliki peran penting untuk memperkuat kapasitas tokoh lokal sebagai agen
perubahan, bukan menggantikan mereka. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan kader
wisata, mentoring administrasi BUMDes, dan pengorganisasian kelompok sadar wisata (Pokdarwis),
sehingga proses pemberdayaan menjadi milik masyarakat. Pelatihan SDM yang berkelanjutan dan
program pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan inovasi produk wisata menjadi
salah satu alternatif pengembangan program agar dapat meningkatkan kapasitas secara
kolektif(Suherlan et al., 2022). Melalui proses terstruktur dalam mengorganisir kelompok
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memungkinkan individu menjadi agen
perubahan dalam hidup mereka(Ife, 2016; Kenny et al., 2018; Rohmah et al., 2018).

Fasilitator tidak boleh memandang masyarakat dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif
dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang
memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah sosial (Filmawada et al.,
2018). Pariwisata berbasis masyarakat desa ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
namun membutuhkan dukungan infrastruktur, pelatihan SDM, dan kelembagaan yang
kuat(Aminuddin et al., 2022). Sehingga untuk mempercepat pencapaian program pembangunan dan
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akses masyarakat, seorang fasilitator harus memiliki kemampuan untuk bekerjasama antar individu
dan kelompok(Sucipto et al., 2024).

fasilitator berperan mendukung dan memperkuat masyarakat lokal sebagai agen perubahan
utama dalam pengembangan desa, dengan menekankan partisipasi aktif dan pengambilan keputusan
oleh tokoh lokal sendiri(Inten, 2024). Proses pengambilan keputusan di tingkat lokal harus dibarengi
dengan kepemilikan kapasitas yang cukup, agar proses pengelolaan di level masyarakat tidak carut
marut dan berakibat pada kerusakan tatan sosial dan ekologi yang dapat berdampak pada sektor
ekonomi masyarakat. Kehadiran fasilitator berperan sebagai moderator dan motivator, bukan
instruktur, dalam memetakan kebutuhan dan merumuskan strategi pengembangan desa wisata
berbasis refleksi dan inisiatif masyarakat lokal(Sunarjanto et al.,, 2021). Dengan demikian, fasilitator
tidak mendikte arah, tetapi memfasilitasi diskusi dan dialog antar masyarakat desa, menjaga agar
semua suara terdengar dan diakomodir serta menjaga proses berjalan inklusif. Fasilitator perlu
menghadirkan optimisme untuk mendorong dan memberi semangat pada masyarakat agar percaya
pada potensi mereka sendiri serta termotivasi untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan
desa wisata. Peran fasilitator diperlukan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mempercepat
pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan komunitas setempat(Habibi, 2022).

Peran fasilitator yang diemban oleh pendamping desa dapat memfasilitasi pemerintah desa,
masyarakat, dan kelompok sadar wisata dalam mendukung pengembangan pariwisata
berkelanjutan melalui pelatihan, sosialisasi, penguatan jejaring dan penguatan kapasitas
lokal(Krisna et al., 2024). Pemerintah desa berperan sebagai regulator, stimulator, dan koordinator
dalam pengembangan desa wisata, termasuk kolaborasi dengan berbagai komponen masyarakat
untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal (Anggaini & Juviano, 2023).

Kolaborasi antara fasilitator, pemerintah, dan masyarakat lokal sangat penting untuk
pemberdayaan dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan(Anggaini & Juviano, 2023;
Habibi, 2022; Krisna et al, 2024). Kolaborasi multi pihak juga diperlukan untuk semakin
memperkluat jejaring kemitraan bagi pengelolaan desa wisata. Kolaborasi multi pihak dikenal juga
dengan kolaborasi pentahelix, yaitu kolaborasi dari lima unsur antara pemerintah, akademisi, pelaku
usaha, masyarakat, dan media dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat(Hasan et al,,
2025; Rahu & Suprayitno, 2021). Kemandirian desa dapat terwujud ketika fasilitator mendukung
munculnya kepemimpinan masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan pada tokoh dan
program yang berasal luar.

4. Kesimpulan

Pada pengembangan program desa wisata, fasilitator memiliki peran yang jauh lebih strategis
daripada sekadar pelatih teknis. Mereka bertindak sebagai pendamping proses belajar kolektif
masyarakat desa, memfasilitasi identifikasi potensi lokal, dan menumbuhkan kesadaran Kkritis
terhadap sumber daya yang dimiliki. ehadiran fasilitator dalam program desa wisata bukan hanya
mempercepat pembangunan, tetapi juga membangun kesadaran, kemandirian, dan identitas
ekonomi baru yang berakar pada potensi lokal dan kekuatan kolektif masyarakat desa.

Pendidikan masyarakat yang difasilitasi secara partisipatif menjadi kunci dalam pemberdayaan
desa wisata, dengan menempatkan fasilitator sebagai pendamping yang mendorong dialog kritis,
refleksi kolektif, dan identifikasi potensi lokal secara inklusif. Melalui pendekatan partisipatif,
masyarakat diajak untuk mengenali, menghargai, dan mengelola aset budaya, alam, dan sosial
mereka secara berkelanjutan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi dan literasi
masyarakat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis untuk mengatasi ketimpangan serta
membangun identitas ekonomi baru berbasis potensi lokal.

Fasilitator berperan penting dalam mendorong masyarakat desa sebagai agen perubahan
melalui pendampingan, pelatihan, dan pengorganisasian yang partisipatif. Bukan sebagai instruktur,
fasilitator memfasilitasi dialog, memperkuat kapasitas lokal, dan mendorong kolaborasi pentahelix
untuk mendukung pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.
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